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BUPATI BARITO SELATAN,

bahwa dalam rangka peraksanaan sistem pemerintahan
berbasis elektronik secara efektif a* opti*ir, diperlukanadanya suatu pedoman manajemen ierubahan sistempemerintahan berbasis ereritronik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu *"rr"t pka' I(eputusan Bupati
Barito selatan tentang pedoman Manajemen perubahan
dan Release sistem pemerintahan Berbi"sis Elektronik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito seratan;

undang-undang Nomor 2T Tahun lgsg tentang
Penetapan undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun l9s5
tentang Perpanjangan pembenhrkan Daerah Tingkat II di
Kalimantan;

undang-undang Nomor L7 Tahun 2oo3 tentang Keuangan
Negara;

Uldang-Undang Nomor 11 Tahun 2OOg tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor t9 Tahun 2Ot6
tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor L 1 Tahun
2OO8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor L4 Tahun 20Og tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O1S
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Talrun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor I Tahun Ze?Z tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah;
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Peraturan Pemerintah Nomor 1g rahun 2016 tentangPerangkat Daerah sebagaimana terah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor T2 Tahun 2olg tendngPerubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 1g rahun24rc tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 9s rahun 2olg tentang sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2o2o tentangPedoman Manajemen Resiko sistem pemerintahan
Berbasis Elektronik;

Peraturan Menteri 
. 
pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Repubrik Indonesia Nomor dg rahun2a2o tentang Pemantauan dan Evaluasi sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor TT Tafuxr 2ozo
tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 3Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan
Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor T
Tahun 2o2o tentang Pembentukan produk Hukum Daerah;

Peraturan Bupati Barito selatan Nomor 17 Tahun 2o2l
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Barito Selatan;

Hasil pertemuan pertama pelaksanaan Asistensi
Penerapan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Tahun 2022 pada Tanggal LZ sampai dengan 14 April
2422;

Hasil pertemuan kedua pelaksanaan Asistensi penerapan
Penerapan sistem Pemerintahan Berbasis Tahun 2a22
pada Tanggal 12 sampai dengan 13 Mei 2O22;

MEMUTUSKAN:

Pedoman Manajemen Perubahan dan Release Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan pemerintah
Kabupaten Barito Selatan, ssfoagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

13.

L4.

Memperhatikan : 1.

Menetapkan

KESATU

2.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Pedoman ssfoagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Manajemen
Perubahan dan Release Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Dalam pelaksanaan penerapan manajemen perubahan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik, seluruh Perangkat Daerah
lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan wajib berpedoman
pada pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan manajemen
perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, akan
dilakukan pengkajian ulang secara berkala.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Diteta ntok
pada 2022

sEIlrTAN,



LIUIPIRAN : KEPUTUSAIT BUPATL BARITO SELATAIT
NOIIOR : 188.4P I "s19 120122
TAttccAL : 11 rdlf 2O2Z
TENTANG : PEDOMAN MANAJEMEIT PERUBATIAfl DAN

REI.E,{'SE SISTEM PEMERIITTAIIAN BERBASIS
ELEKTROHIK DI LINGKUilGAN PEMERINTATI
I{ABUPATEE BARITO SELATAIII.

PEDOMAIT IIIANA"'EMEN PERUBAIIAIT DAN REI,EASE
SISTEM PEMERINTATIAIT BERBASIS TLEKTROTTIK

Deskripsl

Pedoman Manajemen Perubahan dan Release Layanan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik {SPBE) disusun dengan tujuan untuk
memberikan panduan dan standarisasi mengenai pengelolaan perubahan
dan release l,ayanan SPBE untuk memasSPBEan bahwa setiap perubahan
dan release terhadap Layanan SPBE maupun komponen pendukungnya
terotorisasi, tercatat, terkendali, dan terpantau dengan baik, sehingga di
kemudian hari tidak menimbulkan gangguan Layanan SPBE. Manajemen
Perubahan SPBE yang dicakup dalam pedoman ini adalah perubahan
terkait Layanan SPBE yang telah terdaftar dalam Katalog Layanan SPBE,
sedangkan release Layanan SPBE yang dicakup dalam pedoman ini adalah
reles,se yang berasal dari perubatran Layanan SPBE dan pengembangan
SPBE.

Hal-hal yang diatur dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:
1. Pengelolaan perubahan Layanan SPBE;
2. Pengelolaan release Layanan SPBE; dan
3. Pemantauan dan pelaporan rutin perubahan dan release Layanan

SPBE.

B. Definisi

1. Aset SPBE atau Configuration ltem (CI) adalah komponen/
infrastruktur pendukung Layanan SPBE seperti hardware, software,
dan dokumentasi.

2. Ctmnge Coordinator atau Koordinator Perubahan Layanan SPBE
adalah Kepala Bidang Informatika, Persandian dan Statistik Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan yang
ditugaskan untuk mengoordinasikan pengelolaan perubahan Layanan
SPBE yang menjadi bidang tugasnya.

3. Change Impaet adalah dampak negatif yang mungkin terjadi akibat
adanya perubahan terhadap Layanan SPBE yang sudah berjalan.

4. C?mnge Inryaet Analgsis (CIA) adalah analisis yang dilakukan terhadap
permintaan perubahan Layanan SPBE untuk mengetahui dampak
yang akan ditimbulkan dari permintaan perubahan Layanan SPBE
tersebut.

5. Chnnge Manager atau Manqier Perubahan Layanan SPBE adalah
pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan
perubahan Layanan SPEE. Change Manager tcrdiri dari Kepala Seksi
atau staf pada Bidang Informatika, Persandian dan Statistik Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan sesuai bidang
tugasnYa.
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C?wnge Urgencg adalah tingkat kepentingan pelaksanaan perubahan
Layanan SPBE.
Conftguration Management Database (CMDB) adalah logical data
repository yang menyimpan informasi mengenai aset SPBE, hubungan
antar aset SPBE, dan seluruh informasi yang diperlukan serta
menunjang proses pengelolaan seluruh Layanan SPBE.
Data Center adalah sarana lisik yang digunakan untuk menempatkan
perangkat-perangkat Layanan SPBE secara terpusat
Disaster Recouery Plan (DRP) adalah rencana pemulihan
penyelenggaraan Layanan SPBE utama pada saat terjadi keadaan
darurat.
Dotantime adalah ukuranltenggang waktu di mana komponen
pendukung Layanan SPBE tidak tersedia atau tidak beroperasi secara
normal.
Emergencg Clwrrye Aduisory Board. (E-CAB) adalah pejabat yang
berwenang untuk menentukan apakah perubahan yang bersifat
emergency dapat dilaksanakan.
Gangguan Layanan SPBE adalah hal-hat yang berpotensi menjadi
masalah atau masalah yang terjadi terhadap Layanan SPBE itu
sendiri, sehingga Layanan SPBE tidak dapat beroperasi dengan
normal.
Incident Coordinator Layanan SPBE adalah Kepala Seksi atau Staf di
lingkungan Unit Kerja SPBE yang mengoordinasikan pengelolaan
gangguan Layanan SPBE yang menjadi bidang tugasnya.
Katalog Layanan SPBE adalah daftar Layanan SPBE yang dibuat untuk
memberikan informasi tentang jenis dan ketentuan penyelenggaraan
Layanan SPBE sehingga akan memudahkan pengguna dalam
berinteraksi dengan Unit Kerja SPBE dan untuk memperjelas batasan
kemampuan Unit Kerja SPBE dalam penyelenggaraan Layanan SPBE.
Layanan SPBE adalah fasilitas yang terdiri dari gabungan komponen
teknologi, proses, dan personil dalam rangka penyelenggaraan sistem
informasi yang direncanakan, dikembangkan, d.ioperasikan, dan
dipelihara oleh Unit Keda SPBE baik secara terpusat maupun
terdistribusi, yang digunakan untuk memenuhi kepentingan
pemenuhan tugas dan fungsi unit kerja terkait maupun aparatur pada
umumnya. Layanan SPBE yang dicakup adalah Layanan yang
terdaftar dalam Katalog Layanan SPBE.
Pelaksana Teknis Perubahan Layanan SPBE adalah Pelaksana yang
ditunjuk oleh Change Coordinator sesuai dengan ruang lingkup
perubahan yang menjadi bidang tugasnya untuk melakukan
perubahan Layanan SPBE.
Pelaksana Teknis Release Layanan SPBE adalah pegawai yang
ditunjuk dan ditugaskan oleh Relea.se Coordinqtor Layanart SPBE
untuk melaksanakan kegiatan teknis release Layanan SPBE.
Pengguna Layanan SPBE yang selanjutnya disebut Pengguna adalah
pihak-pihak yang menggunakan atau memanfaatkan Layanan SPBE
melalui perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Perwakilan Pengguna Layanan SPBE adalah pegawai pada satu unit
kerja yang bertugas untuk mewakili pengguna SPBE akhir (end userl
dalam unit kerja tersebut dalam penyampaian permintaan Layanan
SPBE ke Seruice Desk SPBE dan memonitor penyelesaian permintaan
layanan tersebut.
Problem Layanan SPBE adalah permasalahan inti dari satu atau lebih
g€rngguan I,ayanan SpBtr yang belum ditemukan solusi sementara
atau pefinanennya.

2L. Probtem Manager atau Manqjer Pengelolaan Problem Layanan SPBE
adalah Kasi di lingkungan Unit Kerja SPBE yang ditugaskan untuk
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mengoordinasikan pengelolaan problem Layanan SPBE sesuai bidangtugasnya.
22' Release Coordinator ata:u Koordinator Releas e Layanan SPBE adalahpejabat yang ditunjuk oleh Change Manager untut mengoordinasikan

pengelolaan release Layanan SPBE

24.

Relea.se Layanan SPBE adalah kegiatan
dan menguji produk yang diharapkan
Layanan SPBE.
Reqtest for c?wnge (RFC) adalah permintaan perubahan terhadap
Layanan SPBE baik kecil mau"pun besar daram- rangka pemenuhan
kebutuhan unit kerja maupun perbaikan dan peningtcatan kualitas
Layanan SPBE.
Rollback adalah pembatalan rollout Layanan spBE akibat
ketidaksesuaiannya dengan spesifikasi atau kebutuhan perubahan
l,ayanan SPBE.

26. Rollback plan adalah rencana pengembalian sistem ke keadaan semulajika terjadi kegagalan dan/atau gangguan sistem pada saat rollout
Layanan SPBE dilakukan.
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merencanakan, membanguh,
dari permintaan perubahan

Rollout Layanan SPBE adalah kegiatan mengimplementasikan prod.uk
hasil release Layanan SPBE atau hasil pengembangan spBE ke
production enuironment (lingkungan produksi/operaiional) untuk
dimanfaatkan secara normal.
Rollout Manager adalah Kepala seksi pengembangan Teknologi
Komunikasi dan Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Barito Selatan.
Seruice Desk SPBE adalah bagran dari unit Kerja spBE yang bertindak
sebagai Single Point of contact (sPoc) atau gerbang Layanan spBE
terdepan yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepuasan
Pengguna . Seruice Desk SPBE bukan diposisikan sebagai tenaga teknis
semata, namun tebih luas lagi harus bertindak sebagai unit pelayanan
SPBE bagi Pengguna.
Sofuitare Detail Design (SDD) adalah dokumen untuk menguraikan
rancangan aplikasi yang dikembangkan.
sofiware Reqfirement specification (sRS) adalah spesifikasi atau
rincian fitur, kemampuan, atau karakteristik SPBE yang harus
dipenuhi oleh aplikasi perangkat lunak.
Tiket pengembangan SPBE adalah satuan yang diberikan kepada satu
permintaan pengembangan SPBE untuk tr{iuan sistem antrian dan
penomoran unik atas permintaan pengembangan tersebut.
Tiket perubahan Layanan SPBE adalah satuan yang diberikan kepada
satu permintaan perubahan Layanan SPBE untuk tujuan sistem
antrian dan penomoran unik atas permintaan perubahan tersebut.
Tim Auditor Internal Tata Kelola SPBE adalah tim yang independen
terhadap proses kerja sasaran audit, dan memiliki kompetensi untuk
melakukan audit internal terhadap pelaksanaan Tata Kelola SPBE.
Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan SPBE adalah tim yang
bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan terkait pengelolaan
kelangsungan Layanan SPBE baik dalam keadaan normal maupun
dalam keadaan darurat yang keanggotaannya disahkan oleh Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.
User Reqirement Specificatron (URS) adalah spesiflkasi atau rincian
kemampuan aplikasi perangkat lunak/perangkat keras yang
dibutuhkan oleh pengguna danlatau perangkat keras dalam
menjalankan hrgasnya.
User Marrual adalah panduan penggunaan sebuah sistem/aplikasi
perangkat lunak.
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Pedoman ManaJemen Penrbahan SPBE

1. perubahan Layanan SPBE meliputi kegiatan perbaikan atas Layanarl
SPBE yang terdapat pada Katalog Layanan SPBE yang dilakukan
untuk menambah manfaat Layanan SPBE tersebut guna memenuhi
kebutuhan dari proses bisnis yang belum terakomodir.

2. pengelolaan perubahan Layanan SPBE meliputi kegiatan sebagai

berikut:
2.1. Permintaan perubahan Layanan SPBE;

2.2. Pencatatan permintaan perubahan Layanan SPBE;

2.3. Anatisis dampak perubahan (change impact analgsisl Layanan
SPBE;

2.4. Persetujuan permintaan perubahan Layanan sPBE,'dan
2.5. Implementasi perubahan Layanan SPBE'

3. Permintaaan perubahan Layanan SPBE

3.1. Aparatui atau unit kerja yang membutuhkan perubahan atas
Layanan SPBE yang sudah berjalan menyampaikan permintaan
p*i-.rbrhro Layanan SPBE kepada Dinas Komunikasi dan
informatika Kahupaten Barito Selatan yang mempunyai tugas dan
fungsi pengelolaan teknologi dan informatika selaku Seruice Desk
SPBE.

3.2. Aparatur atau unit kerja sebagaimana dimaksud pada angka 3.1".

adalah:
3.2.1. Pengguna/Perwakilan Pengguna Layanan SPBE, dalam hal

Layanan SPBE yang digunakan belum mengakomodir
tugas atau fungsinYa;

g.2.2. Pegawai pada unit Kerja SPBE, dalam hal terdapat
kebutuhan untuk dilakukan perubahan Layanan SPBE
terkait tugas dan fungsinYa;

2.2.9. Incident Coordinator Layartan SPBE, dalam hal diperlukan
perubahan Layanan SPBE karena adanya gangguan
Layanan SPBE; dan

5.2.4. Problem Manager Layanan SPBE, dalam hal diperlukan
perubahan Layanan SPBE karena adanya problem
Layanan SPBE.

3.3. Permintaan perubahan Layanan SPBE ha"r:r-rs disetujui oleh
pimpinan unit kerja dan disampaikan dengan menggunakan
Formulir Permintaan Perubahan lRequest for ctwnge (RFC).

3.4. Formulir Permintaan Perubahan /Request for Chffige (RFC)

sebagaimana dimaksud Pada angka
3.3. disampaikan baik melalui media e-mail atau surat, maupun
melalui Layanan SPBE secara online dengan menggunakan
aplikasi Sistem Informasi Manqiemen Layanan SPBE, apabila
sudah tersedia aplikasi Sistem Manqiemen Layanan SPBE.

4. Pencatatan permintaan perubahan Layanan SPBE
4.1. Untuk memudahkan Unit Kerja SPBE dalam mengelola

perubahan Layanan SPBE, maka atas setiap permintaan
perubahan Layanan SPBE dilakukan pencatatan dan apabila
sudah memiliki aptikasi Sistem Manajemen Layanan SPBE maka
dilakukan dengan membuatkan satu tiket perubahan l"ayanan
SPBE pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Layanan SPBE.

4.2. Datan hal permintaan perubahan Layanan SPBE tidak
disampaikan melalui pembukaan tiket perubahan Layanan SPBE,
Seruice Desk SPBE menerima permintaan perubahan Layanan
SpBE dan membuka tiket perubahan Layanan SPBE pada aplikasi



sistem Informasi Manajemen Layanan spBE apabila sudah
tersedia aplikasi sistem Informasi Manajemen r.ayanan spBE.

4.3. status tiket perubahan Layanan SPBE di dalam aplikasi sistem
Informasi Manajemen Layanan spBE ditentukan sebagai
berikut:
4.3.1. open: yaitu keadaan di mana tiket perubahan Layanan

SPBE sudah aktif dan sudah dieskalasi kepada pihak
terkait;

4.3.2. Approued: yaitu keadaan di mana teket perubahan
Layanan SPBE telah disetujui oleh change coardinator,
Charqe Maruage4 atau Emergencg C?nnge Aduisory
Board (E-CAB);

4.3.3. In hogress: yaitu keadaan di mana spBEet perubahan
Layanan SPBE masih dalam proses penanganan oleh
Pelaksana terkait;

4.3.4. Pending: yaitu keadaan di mana spBEet perubahan
Layanan SPBE ditunda penanganannya dikarenakan
suatu sebab tertentu, misalnya perubahan tidak dapat
dilakukan karena berkaitan dengan perubahan lain yang
sedang dilakukan;

4.3.5. Rejected: yaitu keadaan di mana spBEet perubahan
Layanan SPBE tidak disetujui oleh change coordinator,
Chmge Manager, atau E-CAB karena sebab tertentu,
misalnya karena perubahan dapat membawa dampak yang
sangat besar dan dapat mengganggu proses bisnis DJp;
dan

4.3.6. cl,osed: yaitu keadaan di mana perubahan Layanan spBE
telah selesai dilakukan.

4.4. seruire Desk SPBE mengklasifikasikan permintaan perubahan
Layanan SPBE sebagai berikut:
4.4.1. Perubahan Layanan sPBE yang bersifat standard, yaitu

perubahan yang memiliki karakteristik SPBE antara lain:
4.4.L.1. Perubahan yang akan dilakukan tidak

menyebabkan gangguan terhadap Layanan SPBE
yang sudah berjalan;

4.4.1.2. Perubahan tersebut merupakan kegiatan rutin
yang sudah dilaksanakan dengan baik tanpa ada
masalah, dan tidak pernah mengakibatkan
gangguan Layanan SPBE;

4.4.1.3. Perubahan atas Layanan spBE yang terah tersedia
dokumentasi yang rinci, sehingga per:urbahan
dapat dilaksanakan dengan mudah dan dapat
mengur€rngi atau meniadakan risiko kegagalan;

4.4.I.4. Perubahan tersebut tidak mengubah prolil risiko
Layanan SPBE terha.dap ketersedia,an,
kerahasiaan, dan keutuhan informasi dengan
klasifikasi sangat rahasia dan rahasia;

4.4.1.5. Sumber daya pelaksana yang melakukan
perubahan memiliki keterampilan yang memadai
termasuk keterampilan untuk meniadakan atau
mengurangi potensi gangguan yang mungkin
tedadi; dan/atau

4.4-l-6- Peruhahan Layanan SPBE tersebut dapat
digunakan unttrk mempercepat proses
penangclnan gangguan Layanan SPBE.



Contoh perubahan Layanan SPBE yang bersifat standard
antara lain perubahan data yang disebabkan karena
kesalahan input yang tidak berdampak pada data lainnya.

4.4.2. Perubahan Layanan SPBE yang bersifat normal, yaitu
perrrbahan yang memiliki karakterisSPBE sebagai berikut:
4.4.2.1. Perubahan yang akan dilakukan tidak termasuk

dalam perubahan yang bersifat stand.ard dan
belum pernah dilakukan sebelumnya;

4.4.2.2. Sebelum melakukan perubahan dibutuhkan
analisis dampak perubahan (change impaet
analgsi,s);

4.4.2.3. Sumber daya pelaksana belum sepenuhnya
memiliki keterampilan yang memadai unflrk
melaksanakan perubahan, termasuk keterampilan
untuk meniadakan atau mengurangi potensi
gangguan yang mungkin terjadi;

4.4.2.4. Perubahan yang akan dilakukan berpeluang
meningkatkan profil risiko Layanan SPBE
terhadap ketersediaan, kerahasiaan, dan
keutuhan informasi aparatur atau unit kerja
dengan klasifikasi sangat rahasia dan rahasia;

4.4.2.5. Pelaksanaan perubahan dapat melibatkan
sumber daya dari berbagai unit kerja baik dari
internal aparatur atau unit kerja malrpun dari
eksternal aparatur atau unit kerja; danlatau

4"4.2.6. Setelah perubahan selesai dilakukan diperlukan
pengujian secara menyeluruh untuk memperkecil
risiko kegagalan danlatau gangguan yang
ditimbulkan.

Contoh perubahan Layanan SPBE yang bersifat normal
antara lain penambahan field pada database akibat
ad"anya ketentuan baru.

4.4.3. Perubahan Layanan SPBE yang bersifat emergencg,
yaitu perubahan yang memiliki karakterisSPBE sebagai
berikut:
4.4.3.1. Perubahan bersifat normal tetapi mempunyai

tingkat urgency yang lebih tirggr;
4.4.3.2. Perubahan dilakukan untuk memenuhi

kebutuhan yang siflatnya mendesak atau harus
dipenuhi dalam janska waktu yang pendek;

4.4.3.3. Perubahan yang apabila tidak segera dilakukan
akan membawa dampak buruk dalam jumlah
besar bagi proses bisnis utama aparatur atau unit
kerja; dan/atau

4.4.3.4. Perubahan dapat dilakukan tanpa melalui
pengujian secara menyeluruh untuk mempercepat
waktu pelaksanaan.

Contoh perubahan Layanan SPBE yallg bersifat
emergency antara lain penambahan patch keamanan
untuk aplikasi atau database yang terserang virus.

4.5. Berdasarkan klasilikasi permintaan perubahan Layanan SPBE,
Seruie Desk SPBE melalmkan eskalasi penyelesaian perubahan
Layanan SPBE kepada:
4.5.1. Clwnge Coardinator terkait dalam hal perubahan Layanan

SPBE bersifat standard; daol
4.5.2. Change Manager terkait, dalam hal perubahan Layanan

SPBE bersifat normal atau emergenq;



serta mengubah status tiket menjadi Open.
4.6. Dalam hal perubahan Layanan SPBE bersifat normal atau

effLergencA, Ctwnge MarLager menugaskan Clwnge Coordinator
terkait untuk melakukan analisis dampak perubahan (Change
Imp ad Analg sis) Layanan SPBE.

4.7. Pengklasifikasian dan pengeskalasian permintaan perubahan
Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada angka 4.4. dan 4.s.
dilakukan dengan mengacu kepada Daftar Klasifikasi Perubahan
Layanan SPBE.

4.8. Sekurang-kurangnya setiap tiga bulan sekali, Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Barito Selatan, melalui Bidang
Informatika, Persandian dan statistik, men]rusun dan
memperbaharui Daftar Klasifikasi Perubahan Layanan SPBE yang
berisi:
4.8. 1. Pengelompokan perubahan Layanan SPBE berdasarkan:

a. Area perubahan yang terdiri dari Aplikasi ISofiware, Network, Hardware non-Netutorlt,
Databa,se, dan lainnya;

b. Subarea perubahan yang berisi narna layanan area
perubahan;

c. Detil subarea perubahan yang berisi detil dari subarea
perubahan;

d. Klasifikasi perubahan yang terdiri dari standard.,
normal, dan emergetrcg;

e. Ctwnge Impac.t yang terdiri dari criticol, high m.edium,
dal tot4

f. Clmnge Urgencg yang terdiri dan critical, Wh, medium,
dan low; darr

g. Prioritas perubahan yang terdiri dari prioritas L, 2, 3,
dan 4.

4.8.2. Pihak yang berwenang menyetujui perubahan Layanan
SPBE;

4.8.3. Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan perubahan
Layanan SPBE;

4.8.4. Response time/waktu tanggap dari pihak terkait setelah
menenma penugasan;

4.8.5. Durasi penanganan sebelum dieskatasi kepada pihak lain;
dan;

4.8.6. Pihak yang menerima eskalasi dalam hal durasi
maksimal dan respollse time telah terlewati.

5. Analisis Dampak Perubahan lchange Impact Anatgsi.sl Layanan spBE
5.L. chnrrye impad analysis (cIA) dilakukan dengan tujuan untuk

mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari perubahan
Layanan SPBE yang akan dilakukan.

5.2. Change Coordinator mengoordinasikan kegiatan CIA dengan
Pelaksana Teknis Perubahan Layanan spBE terkait, dengan
kegiatan sebagai berikut:
5.2.1. Melakukan analisis change impact dan c?mnge urgenw

terhadap:
a. Proses bisnis aparatur atau unit kerja;
b. Infrastruktur aparatur atau unit kerja;
c. Dokumen; dan
d. Layanan SPBE lainnya;

5.2.2. Melakukan analisis clwnge impact jika perubahan
Layanan SPBE tidak dilakukan; dan

5-2.3. Menentukan prioritas perubahan dalam hal perubahan
Layanan SPBE dapat dilakukan.



6.

5.3. Hasil kegiatan cIA sebagaimana dimaksud pada anqka 5.2-

dituangkan ke dalam Formulir C?wrye Impact Analgsis-untuk
dijadikan dasar persetujuan perubahan Layanan SPBE yang

bersifat normal atau em.ergencq.
Persetujuan perubahan Layanan SPBE

6.1. Dalam rr"1 p"robahan l,ayanan SPBE bersifat standard, cttange

Coordinator memberika:r persetujuan terhadap perubahan yang

akan dilakukan tanpa melakukan kegiatan CIA'
6.2. Dalam hal perubahatt Layanan SPBE bersifat normal, Change

Manager mempelajari hasil cIA yang dilakukan oleh c?wnge

Coordinator dan berdasarkan hasil CIA tersebut memberikan
persetqiuan pelaksanaan perubahan Layanan SPBE'

O.S. bahm L.t pitobahan Layanan SPBE bersifat emergencA, Change

Manager melakukan pembahasan dan meminta persetujuan
perub-ahan Layanan SPBE kepada E-CAB dengan

mempertimbangkan hasil CIA.
6.4. Jarrgka waktu maksimal pemberian persetujuan permintaan

p"niUrt r1r Layanan SPBE yang bersifat emergenry adalah 2a jarll_

sejak SPBEet perubahan Layanan SPBE tersebut diregister oleh
petugas Seruice Desk SPBE.

O.S. bafam hal E-CAB sedang tidak berada di tempat Penyampaian
persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 6.4. dapat
ai*"*p*ikan melalui media email, telecortferen@ atau media lain
yang dianggap tercepat dan terefektif namun tetap harus
terdokumentasi dengan baik.

Implementasi perubahan Layanan SPBE
7.1-. Permintaan perubahan Layanan SPBE yang telah mendapatkan

persetujuan dan Formulir Permintaan Perubahan lReEtest for
Change (RFC) telah diterima harus segera diimplementasikan oleh
Pelaksana Teknis Perubahan Layanan SPBE terkait ya.ng

ditunjuk. Khusus untuk perubahan Layanan SPBE yang bersifat
emergencA, Formulir Permintaan Perubahan lReqtest for Change
(RFC| dapat dilengkapi setelah perubahan Layanan SPBE selesai
dilaksanakan.

T.Z. Perubahan Layanan SPBE yang bersifat standard dilaksanakan
pada lingkungan productton dengan persetujuan c?wnge
Coordinator.

7.3. Perubahan Layanan SPBE yang bersifat normal atau emergencg
dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
7.3.L. Perubahan Layanan SPBE yang tidak membutuhkan

pengembangan SPBE dilakukan dengan mengacu kepada
huruf E. Pedoman Pengelolaan Release Layanan SPBE.

7.9.2. Perubahan Layanan SPBE yang membutuhkan
pengembangan SPBE dilakukan dengan mengacu kepada
Pedoman Pengembangarl Aplikasi dan Infrastrukfur SPBE.

7.4. Perubahan Layanan SPBE yang bersiflat standard yang telah
dilaksanakan pada lingkup production sebagaimana dimaksud
pada angka 7.2. dinyatakan selesai dengan penutupan tiket
perubahan Layanan SPBE oleh Change Coordinator yang
selanjutnya menginformasikannya kepada pihak yang terkait.

7.5. Perubahan Layanan SPBE yarrg bersifat normal atau etlergencg
yang membutuhkan pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud
paai angka 7.3.2. dinyatakan selesai dengan penutupan tiket
ierubahan Layanan SPBE yang selanjutnya membuat usulan
pengembangan SPBE dengan mengacu. kepada Pedoman
Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur SPBE.

7.



D. Pedoman pengelolaan Release Layanan SPBE

1. Pengelolaan relea.se Layanan SPBE diperlukan untukmengimplementasikan perubahan Layanan spBE yang bersifat normalatau emergenca dan tidak membuturru, pengembangan spBE, padalingkungan praduction.
2' Pengelolaan re.rease Layanan sl-BE sebagaimana dimaksud pada angka1 meliputi kegiatan sebagai berikul

2.1. Pelaksana€rn release Layanan SpBE; dan
2.2. Pelaksanaan rollout Layanan SPBE.3. Pelaksanaan release Layanan SPBE
3. 1. Pelaksanaan release Layanan spBE meliputi kegiatanmerencanakan, membangun, dan 

-mengqii produk "y;;
diharapkan dari permintaan perubahan r,avanan spge.3.2. Pelaksanaan relea,se l,ayanan spBE atas perubahan LayananSPBE yang sudah melalui tahapan implementasi dilakukandengan persetuj uan Rereas e c o ordinator Laj anan s pBE.

3.3. Pelaksanaan rerease Layanan spBE dilakukan denganmemperhatikan hat_hal sebagai berikut:

3.3.1. Kebutuhan perangkat dan keterlibatan pihak ketigapenyedia barang dan/atau jasa SpBE;
3.3.2. perencanaan dan sumbei daya yang akan digunakan

dalam proses release dan rorlout Layanan spBE; dan3.3.3- P*put yang ditimbulkan dari pelaksanaan release
Layanan SPBE.

3.4. Sebelum melakukan release Layanan SPBE, pelaksana Teknis
Releose Layanan spBE terkait membuat rencana release
Layanan spBE yang meliputi tetapi tidak terbatas pad.a:
3.4.L. Jadwal dan durasi pelaksanaar: relea.se Layanan SpBE;
3.4.2. Pihak-pihak yang bertanggung jawab melaksan;k ,

release Layanan SPBE; dan
3.4.3. Roltback pran apabila terjadi kegagalan dan/atau

ga.ngguan akibat pelaksanaan perubahan Layanan SPBE.
3.5. Da1am hal perubahan Layanan SPBE berupa perubahan aplikasi

maka dilakukan perubahan pada dokumen [Jser Reqtiiement
specification (uRS), soflware ReEfirement specification (sRS),
sofiutarg Detoil Design (sDD), dan user Manual dengan mengacu
kepada Pedoman Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Spnn.

3.6. Pelaksana Teknis Release Layanan SPBE terkait melakukan
perubahan dan pengujian Layanan spBE sesuai dengan
persetujuan dan melaporkannya kepada Relea.se Coordinator
Layanan SPBE.

4. Pelaksanaarr rollout Layanart SPBE
4.1. Pelaksanaa,n rollout Layanan SPBE atas perubahan Layanan

SPBE dilakukan setelah semua tahapan dalam pengelolaan
release Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada angka 3.
selesai dilakukan.

4.2. selain berasal dari pengelolaan relea,se Layanan spBE
sebagaimana dimaksud pada angka 4.1., pelaksanaan rollout
Layanan SPBE juga dapat berasal dari hasil pengembangan SPBE
yang dilakukan berdasarkan Pedoman Pengembangan Aplikasi
dan Infrastruktur SPBE.

4.3. Pelaksanaan rollout l^ayanan SpBtr harus rnernenrrhi sernua
kelengkapan y€mg ada pada Check List Kelengkapan Data Rotlout
Layanan SPBE.

4.4. Khusus untuk pelaksanaan rollout Layanan SPBE yang bersifat



emergencV dapat dilakukan setiap saat apabila diperlukan
dengan mempertimbangkan downtimzyang palins singka[.

4.5. Sebelum melakukan rolloutlayanan SPBQ k.pJ" Sei<si atau stafyang menarrgErni harus berkoordinasi dengan Rollout Manageruntuk memastikan waktu dan dampak dari pelaksanaan
roltoutlayanan SPBE.

4.6. Dalam hal kegiatan rollout Layanal SPBE menyebabkan
kegagalan- dan/atau gangguan Layanan spBE, Roltout Manager
mengoordinasikan kegiatan rollback sesuai dengan roltback ptai.

4.7. Atas kegiatan rollout Layanan spBE, Rollout lionog",
menandatangani Berita Acara Rollout Layanan SPBE dan menutup
tiket perubahan Layanan SPBE atau tiket pengembangan SpBE
serta menginformasikan kepada pihak terkait.

Pemantauan daa pelaporan nrtln peagelolaaa perubahan dar. tglg;qsa
Iayanan SPBE

1. Seruie Desft SPBE melakukan pemantauan terhadap penyelesaian
SPBEet perubahan Layanan SPBE setiap hari dan mengonlirmasi
pihak terkait yang belum melakukan penyelesaian perubahan Layanan
SPBE.

2. Rollaut Manager melaporkan setiap pelaksanaan rollout Layanan
SPBE di lingkungan Data Center sesuai dengan Berita Acara Rotlout
Layanan SPBE kepada Ketua Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan
SPBE seb"gai dasar perbaikan dokumen Disaster Recouery Plan (DRP).

3. Rollaut Manager membuat Laporan Kegiatan Rollout Layanan SPBE
untuk disampaikan kepada Clwnge Manager.

4. C?wrrye Manager membuat Laporan Pengelolaan Perubahan dan
Release Layanan SPBE dengan dilampiri Laporan Kegiatan Rollout
Layanan SPBE.

5. Laporan Pengelolaan Perubahan dan Releose I",ayanan spBE dapat
dijadikan bahan untuk:
5.1. Evaluasi rutin Kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Barito Selatan;
5.2. Audit internal tata kelola SPBE oleh Tim Auditor Internal Tata

Kelola SPBE; atau
5.3. Kegiatan lain yang memerlukan pengambilan keputusan dalam

penyelenggaraan Layanan SPBE di Kabupaten Barito Selatan.



TATA CARA PERUBAI{AN TAYAITAIT SPBE

A. Plhak yang Terlibat :

1. PenggunalPerwakilan Pengguna Layanan SPBE;

2. problem Monog.r, Incident Coordinator, atau Pegawai Unit Kerja SPBE,'

3. Petugas Seruiee Desk SPBE;
+. Pelaksana Teknis Perubahan Layanan SPBE;

5. C?wnge Coordinator,
6. C?wnge Manager;
7. Em.ergencg Change Aduisory Board {E-CAB)

B. Prosedur KerJa :

petugas Seruie Desk SPBE menerima dan mencatat detil permintaan
p"r,r6rhr, Layanan SPBE yang diusulkan oleh Pengguna/Perwakilan
F"rrSSU" a, In&dent CoordinataV, Problem Manager, atau Pegawai Unit
fe4iSfnE ke dalam tiket perubahan Layanan SPBE'
petirgas Seruice Desk SPBE mengeskalasikan perubahan _Layanan
spBE sesuai dengan klasifikasi perubahan Layanan SPBE serta
mengubah status tiket perubahan Layanan SPBE menjadi "OPEIf '
Dalain hal perubahan bersifat startdard, Seraice Desk SPBE

mengeskalasikan permintaan perubahan Layanan SPBE ke Change

Coardinator.

3.1. Ctwnge Coordinator metterima permintaan perubahan Layanan
SPBE yang dieskalasikan kepadanya dan memeriksa apakah
sesuai dengan bidang tugasnya atau tidak.

g.2. Jika permintaan perubahan tidak sesuai dengan bidang tugasnya
maka Change Coordinator meneruskan permintaan perubahan
kepada C?wnge Coordinstor latn yang bidang tugasnya sesuai
dengan permintaan perubahan.

3.3. Jika permintaan perubahan sesuai dengan bidang tugasnya
maka Change Coordinator
mempelqjari permintaan perubahan.

3.4. Apabila permintaan perubahan tidak dapat disetujui maka
Change Coordinaf.or melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

3.4.1. Mengubah status tiket perubahan menjadi "KhIECTEtr
dengan memberikan alasannya;

3.4.2. Menginformasikan kepada pihak yang meminta perubahan;
dan

3.4.3. Menutup tiket perubahan l,ayanan SPBE dan mengubah
status tiket menjadi "CLaSEU;

3.4.4. Proses selesai.

3.5. Apabila permintaan perubahan disetqjui maka Chnnge
Coordinator melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

3.5.1. Mengubah status tiket perubahan Layanan SPBE menjadi
"APPROWtr;

3.5-2- Menentukan prioritas perubahan apakah perubahan dapat
segera dilakukan atau tidak;

3.5.3. Jika tidak dapat segera dilakukan maka Change Coordinator
mengubah status tiket penrbahan Layanan SPBE menjadi

1.

2.

3.



"PENDING sampai proses dapat d,anjutkan denganmemberikan alasannya;
3.5.4. change coordinator 

-membuat 
rencana implementasi danmenugaskan peraksana Teknis perubahan Layanan spBEterkait yntuk mengimprementasikan perubahan sertamengubah iI*r* tiket perubahan Layanan spBE menjaai

".OTPROGRES,Y;
3.5.5' Pelaksana Teknis perubahan Layanan spBE terkaitmelakukan imprementasi perubahan dan meraporkan keCharrye Coordinatori

? !.9 clwnge coordinafor menerima laporan hasil implementasi.
3.5.7. Apabita perubahan berdampak bagi t*rfu p";gg";;"k"

change coordinatar mengkomun-ikasiian -t fliaa pftr"tyang mengusulkan perubahan, Change Minager, danPetugas Seruie Desk SPBE.
3.5.8. Change Coordinator

SPBE dan mengubah
3.5.9. Proses selesai.

menutup tiket perubahan Layanan
status SPBEet menjadi "CLOSEU.

4' Dalam hal perubahan bersifat normal atau emergerlca, Seruice DeskSPBE mengeske.lasikan permintaan perubahan t<e bnaige-Manager.
4.1. c?wnge Manager memperajari permintaan pJrt"rr"r, danmenugaskxt Ch.ange Coordinator

terkait untuk melakukan change Impaci Anatgsis (cIA).
4.2- Clwnge Coordinator terkait mempeiajari permintaan' perubahan

dan mengoordinasikan cIA dengan pelaksana terkait.
4.3. Pelaksana terkait mendokumentasikan hasil cIA dan

melaporkannya ke Clwnge Coordinator.
4.4. Charrye Coordinqtor menerima dan mempelajari hasil CIAuntuk membuat usulan implementasi perubahan kemudian

melaporkannya kepa da Change Manager.
4.5. Change Manager menerima hasil CIA dan usulan implementasi

kemudian mengoordinasikan perubahan ke c?wlge Manager
terkait.

4-6. Change Manager terkait mempelajari hasil CIA dan usulan
implementasi.
4.6-1,- Dalam hal perubahan bersifat emergenq, change

Manager terkait melakukan pembahasan dan meminta
persetujuan dari E-CAB.

4.6.2. Dalam hal perubahan bersifat normal, chnnge
Manager terkait memberikan persetug'uan/ approual.

4.7. Apabila perubahan yang bersifat normal atau emergencg tersebut
tidak mendapat persetujuan dari E-CAB ataupun dari change
Manager terkait, maka clwnge Manager terkait melakukan
langkah-langkah sebagai berikut:
4.7.L. Mengubah status tiket perubahan Layanan SPBE menjadi

"RHTECTEtr;
4.7.2. Menginformasikan kepada pihak yang meminta perubahan;

dan
4.7.3. Menutup tiket dengan mengubah status tiket menjadi

"CLOSEtr;
4.7.4. Proses selesai.

4.8. Apabila perubahan yang bersifat normal atau effLergencA tersebut
disetujui maka Clwnge Manager terkait mengubah status tiket
menjadi "APPROWU.

4.9. Chtange Manager terkait menentukan prioritas apakah perubahan



dapat segera dilaksanakan atau tidak. Apabila perubahan tidak
dapat segera dilaksanakan karena alasan-alasan tertentu maka
Ctmnge Manager terkait mengubah status tiket perubahan
Layanan SPBE menjadi "PENDIN? sampai proses dapat
dilanjutkan kembali.

4.10.Dalam hal perubahan tidak membutuhkan pengembangan SPBE
maka Change Manager terkait menugaskan Release Coordinatar
Layanan SPBE untuk mengubah status perubahan menjadi ".IJV
PROGRES,y dan melaksanakan release Layanan SPBE. Proses
selanjutnya mengacu kepada Tata Cara Release dan Rollout
Layanan SPBE.

4.ll.Dalam hal perubahan membutuhkan pengembangan SPBE maka
Change Manag er melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
4.11.1. Mengubah status tiket perubahan l,ayanan SPBE menjadi

"CI,OSEU;
4.lL.2.Menginformasikan kepada pihak yang mengusulkan

perubahan; dan
4.1 1.3. Membuat usulan pengembangarl SPBE, dan proses

selanjutnya mengacu kepada Pedoman Pengembangan
Aplikasi dan Infrastruktur SPBE.

5. Proses selesai.



C. Bagan Arus (Flowchart)
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TATA CARA REI.EASE DAIT ROLIfrUTLAYAflATV SPBE

A. Pihak yang Terlibat

1. Rollout Manager.
2. Release Coordinatorl-ayanan SpBE.3. Pelaksana Teknis Release Layanan SPBE.4. Pelaksana Teknis Rollout.

B. Prosedur KerJa

1' Relea,se Coordinator Layanan SPBE mengubah status perubahan
menjadi "/iY PROGRESST.

2.

3.

10.

11.

12.

Release Coardinator Layanan SPBE
Relea.se Layanan SPBE terkait untuk
release Layanan SPBE.
Pelaksana Teknis Release Layanan
kegiatan release Layanan Spgb dan
Co ordinator l.ay anan SpBE.

menugaskan pelaksana Teknis
membuat perencanaan kegiatan

SPBE membuat perencanaan
melaporkannya kepada Release

7.

8.

9.

4. Releq^se Coordinatar Layanan SPBE menerima dan mempelajari
perencanaan kegiatarr release Layanan SPBE.
4.L. Dalam hal membutuhkan user requiremer* maka dilakukan

pendalaman user requirement, men]rusun uRS dan sRS, serta
menyerahkannya kepada Relea,se coordinator l-ayanan spBE;

4.2- Dalatn hal tidak membutuhkan user reqtirement, *rku Release
coordinator Layanan spBE membuat penugasan kepada
Pelaksana Teknis Relea"se Layanan spbE ierkait ,rrt t
melakukatt release.

5. Dalam hal release Layanan SPBE membutuhkan Pelaksana Teknis
Release Layanan SPBE, Release coordinator Layanan spBE
berkoordinasi dengan Seksi terkait.
Apabila perubahan Layanan SPBE terkait aplikasi, Pelaksana Teknis
Rel.ease Layanan SPBE terkait melakukan perubahan sDD dan user
manuaktya.
Pelaksana Teknis Release Layanan SPBE terkait melakukan release
serta melaporkannya kepada Release coordinator Layanan spBE.
Release coordinator Layanan spBE menyiapkan check List
Kelengkapan Data Rollout Layanan SPBE dan mer:npersiapkan rollout
Layanan SPBE.
Kepala seksi menugaskan pelaksana seksi untuk memeriksa
kelengkapan rollout Layanan SPBE.
Pelaksana seksi memeriksa kelengkapan rolloutlayanan spBE.
1O.1. Pelaksana Seksi melaporkan kepada Kepala Seksi;
Lo.z. Jika tidak lengkap, Kepala Seksi meminta Relea.se coordinator

Layanan SPBE untuk melengkapi persyaratan rollout Layanan
SPBE.

Kepala Seksi mengoordinasikan rollout Layanan SPBE dengan Rollout
Manager.
Rollout Manager mempelajari kelengkapan rollout Layanan spBE.

L2.1. Jika rollout Layanan SPBE tidak disetujui, Rollout Manager
mengubah status SPBEet menjadi "PENDING" sampai dengan
persyaratan dan waktu rallout terpenuhi;

L2.2. Jika rollout disetujui, Rollout Manager menugaskan Pelaksana
Teknis Rollant untuk melalmkan rotloutl,ayanan SPBE.



13. Pelaksana Teknis Roltout melakukan rollout Layanan SpBE danmelaporkannya kepad a Rollout Manager.

13.1. Jika berhasil, maka Rollout Manager
Teknis Rollout untuk membuat Berita
SPBE;

13.2. Pelaksana Teknis Rotlout membuat Berita Acara Rottoutlayanan
SPBE dan melaporkannnya kepada Roflottt Manager;

13.3. Jika tidak berhasil, maka Rottout Managir menugaskan
Pelaksana Teknis Rolloutuntuk melakuk an rottback;

13.4. Pelaksana Teknis Rottout melakukan rollback d,an mengubah
status tiket perubahan Layanan spBE menjadi "RNECTED
serta membuat berita acara dan melaporkannya kepada Rottaut
Manager.

Rollout Manager menerima berita acara, menutup tiket perubahan
I"ayanan SPBE dan menginformasikan kepada pihak terkait.
Proses selesai.

menugaskan Pelaksana
Acara Rollout Layanan

L4.

15.
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FORITIUT

& Adrninistra"iffi
.IR PERMINTAAN PERUBAHAIY/
?UEsT FOR CHANGE (RFC)
m (Diisi ralah Dotutnta tanr.-r- r

Nomor Tiket perubahan

t1lWaktu Permintaan Tanggal

Jam
LZJ

t3l
t4l

Diterima oleh Nama

NIP

B. fnformasi pemohon Diisi oleh I

LJJ

Nama r

-

I t6l Persetujuan pimpinan Unit Kerja :
[Jabatan]

[tanda tangan]

Inama]
NIP [diisi NIp]

NIP
17l

Jabatan l8l
Seksy'Kelompok

tel
Unit Kefia

t10l
Nomor Tiket Gangguan atau
Problemx) [11]

C. Deskripsi perubahan (t>iisri oleh Pemohon)
Area Perubahan tr

il
tr

Aplikasi/Software

Hardware non-Network

Network

[-l Database

J Lain-tain,

r t21
Suharea

Irrr
[14]

Irr,tuarrea peruDanan

Ruang Lingkup
Perubahan [1s]

Deskripsi Permintaan
Perubahan [16]

A,lasan Perubahan
[r7)

Dampak Jika Tidak
Dilakukan Perubahan l18l

") Diisi apabila perubahan terkait dengan gangguan atau problem Layanan
SPBE



PetunJuk Pengisian:

lU Diisi nomor Tiket permintaan perubahan
l2l Diisi tanggal permintaan perubahan
t3l Diisi jam permintaan perubahan
t4l Diisi nama petugas yang menerima permintaan perubahan (Petugas Service

Desk SPBE)
tSI Diisi NIP petugas yang menerima permintaan perubahan (Petugas Service

Desk)
16l Diisi nama pihak yang melakukan permintaan perubahan
I7l Diisi NIP pihak yang melakukan permintaan perubahan
l8l Diisi jabatan pihak yang melakukan permintaan perubahan
19] Diisi nama seksi/kelompok pihak yang melakukan permintaan perubahan
[10] Diisi unit kerja yang melakukan permintaan perubahan
[11] Diisi nomor tiket gangguan atau tiket problem yang menjadi pemicu

terjadinya perubahan apabila perubahan terkait dengan gangguan atau
problem Layanan SPBE

[12] Diisi area perubahan selain yang sudah disebutkan
[13] Diisi subarea perubahan. Cantoh: area Aplikasi/ Sofrt4are, subarea siueil
[1a] Diisi detil subarea perubahan. Contoh: subgrea siucil, detil stbarea modul

reqister
[15] Diisi ruang lingkup perubahan
[16] Diisi deskripsi permintaan perubahan apabila area perubahan

Aplikasi/Software dan Database
[17] Diisi alasan permintaan perubahan
[18] Diisi dampak bagi unit kerja pemohon jika tidak dilakukan perubahan
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Petutjuk Pengisian:

H ili:l ?i#:'ffif*?,,.*ry'"" qp: g:f:j":.,:::1,:i5.j,'*ff,ffi;
Teknologi irrfot*.ui dan [r""nai*rr, bi"*s Komunikasi dan Informatika

KabuPaten Barito Selatan)

l3l diisi dengrr;;q;1gmno\an perubahan Layanan SPBE berdasarkan area
r-r 

permasalahan (misalnya: Aplikasi)

t4] diisi aengan pengelomp"il ;erubahan Layanan SPBE berdasarkan

subarea p.t*"*ulut"t' (misalnya: siucil) 
-

tsl diisi den*r" p"*"lo*ngryIl perubahSn- Layanan Slpe berdasarkan detil

subarea p"r1r{;-J,f'an- (misalnya: modul regiter siucil)

t6l diisi dengrt to*ttg lingkup perubalan Layanan SPBE

t7l diisi dengan t<tasitmsi p"h.fo"f.* (standard, normal, atau emergency)

tSI diisi dengan dampak tar1g Jitigdrrfkan oleh perubahan (diisi dengan 1

untuk ttitif."f, i it"t"[ tiigg', 3 untuk sgdang' a untg! rendah]

tgl diisi dengan tingkat t"p""-ffis"n y.ang. ditimbulkan oleh perubahan (diisi

d.engan 1 untuk kritikal, Z ur#ut tittggr, 3 untuk sedang, 4 untuk rendah)

[1O] diisi dengan prioritas penal]ganan perubahan Layanan SPBE' yang

didasarkan dari perhitungan iripact dan urgency dengan rumus (impact +

urgencY):2
[11] dii;i dengan yang memberikan persetujuan'

[f Z1 aii*i den[an pifrat-pifrak yang terkait dalam penanganan

frsi aii*i dengan standar ,""poit" time/waktu tanggap dari pihak terkait
setelah menerima Penugasan

[1a] diisi dengan standar durasi penanganan sebelum dieskalasi kepada
lain (disertai satuan hari, jam, atau menit)

[15] diisi dengan pihak yang menerima eskalasi setelah batas
penanganan terlamPaui

pihak

durasi



FORMULIR CHANGE TMPACT ANAI-YSTS

A. Informasi Pemohon

Nomor Tiket Perubahan til
Tanggal Tiket Perubahan t2l

Nomor Tiket Gangguan atau Tiket
Problem*)

t3l

B. Change Impact AnalYsis

Dampak
Perubahan
Terhadap

Proses Bisnis DJP l4l

Infrastruktur TIK tsl
Dokumen t6l

Layanan TIK LainnYa 17)

Aset TIK yang
t€rkena Dampak
Perubahan

I{o ID Aset TIK Nama Aset TIK Dampak

t8l tel t10l t11l

Dampak iika
tidak Dilakukan
Perubahan

[12]

Change Impact l-l critical

Alasan

fl nistr [*l tuteoium [-l lo*

[13]

Change Urgency l-l criticat

Alasan

I nien [-l uedium fl low

[14]

Prioritas []r
Alasan

Iz []: [+
tlsl

Klasifikasi
Perubahan

[-l wormat l--l Emergency

Alasan t16l

Pelaksana
Perubahan

Nama Seksi Kepala Seksi Pelaksana

LtTl [18] [1e]

Rencana
Pelaksanaan
Perubahan

Tanggal [20]

Jam [21]

Estimasi Waktu l22l
Estimasi
Sumber Daya

No Jenis Sumber Daya Jumlah

t23l 1241 l2sl



Solusi
Implementasi [ _-l oilat<utan Release

n Usulan Pengembanga n TIK, alasan [26]

l27ll-l tainnya

Ketera$gan

L*lMenyetujui

f] rioat< Menyetujui, alasan t28l

Tanda Tangan**)
1. Perubahan bersifat Standard 2. Peruhahan bersifat Nomral

Ghange Coordinator
llanrl: eabai f?q'l

Change Manager
Kahirl , - I3O]

[tanda tangan]

Inama]
NIP [diisi NIP]

ltanda tanganl

Inama]
NIP [diisi NIP]

3. Perubahan bersifat EmergeneY

Chang Manager
Kabid.................................... t30l

[tanda tangan]

Inama]
NIP [diisi NIP]

Kadis............

ftanda tangan] [nama]
NIP [diisi NIP]

.......".............,.... t31l

*) Diisi apabila perubahan terkait dengan gangguan atau problem
**) Diisi sesuai dengan kategori perubahan



tu
t2l
13l

t4l
t5l
t6l
171
18l

tel

Peturjuk Pengisian:

Diisi alasan dibuatkannya usulan pengembangan
Diisi solusi implementasi lainnya
Diisi alasan tidak disetr-rjuinya pennintaan perubahan
Diisi Jabatan C?wnge Coordinator
Diisi Jabatan Change Manager
Diisi Jabatan Kepala Dinas

Diisi dengan nomor tiket perubahan Layanan SPBE

Diisi tanggal tiket permintaan perubahan Layanan SPBE

Diisi nomor tiket gangguan ;;;;;i ptoulem Layanan SPBE yang

menjadi pemicu te4ldinya perubahan Layana'lr SPBE

Diisidampakp"*-u'JJ-ter:hadapprgsesbt's1is
Diisi dampak p;;;; terhadap infrastruktur SPBE

ili;i ar*^par. perubahan terha{ap do*"'^-,,
Diisi dampak penl;than iertradap r^vT* SP:E Lainnva

Diisi nomor u;t aset spBE ,""* ierkena dampak perubahan Layanan

SPBE
DiisilDasetSPBEyangterkenadampakpenrbahanyangdiambildari
CMDB
Diisi na*a aset spBE yang terkena dampak perubahan

nii-i dampak yang terjadi p?dl aset SPBE

Diisi dampak rr"- ,#1"rjadi jika perubahan tidak dilakukan

Diisi alasan penentuan clwnge impact

Diisi alasan penentuan chnnge utgenq
Diisi alasan penentuan prioritas perubahln
Diisi alasan penentuan klasifikasi perubahan
Diisi narna seksi dan nama direktorat yang melakukan perubahan

DiisinamadanNlPkepalaseksiyangmela-kukanperuba|ra1
Diisi nama dan NIP p"i*k"ura yang i'itunjuk untuk melakukan perubahan

bii"i tanggal r"rr"*i pelaksanaan/implementasi perubahan

Diisi jam iencana pelaksanaanf implementasi perubahan

Diisi perkiraan waktu atau durasi yang dibutuhkan dalam

pelaksan aan / implementasi perubahan
Diisi nomor urut perkiraan sumber daya yang dibutuhkan dalam

pelaksana€ul Perubahan
bii"i jenis sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
perubahan {Qo?,toh : peranokat uanq dibrttt4h*ant
bii"i 3umUf, surnfer a.Va yarrg dibutuhkan dalam pelaksanaan perubahan

[10
[11
lL2
13
L4
15
16
t7
18

[1e
[201
121l
1221

[23]

1241

[2s]
26
27
28
29
30
31



Check Last Kelengkapan Data Rollout Layanan TIK

ld,al
TidakAda

t1I

Kelengkapan Data
Rollout

Telah dilakukan uji coba (Dokumen Laporan Pengujian ApltlqlQ

Petunjuk instalasi aplikasi/perangkat keras telah tersedia

Petunjuk pemakaian aplikasi/perangkat keras (user manual) telah tersedia

Aplikasi/ paket software / hardware yang akan dircllout

Tersedia rollback p/an apabila terjadi kegagalan instalasi aplikasi/perangkat

serial number; x)

lisensi;
garansi;dan
Berita Acara Serah Terima Barang

ldd/mmlyyyyl
RolloutManager,
lJabatanl

[tanda tangan]

Inama]
NIP [diisi NIP]

Teknis Rollout Layanan TIK

.)

**)

Khusus untuk implementasi paket soffutare danlatau perangkat keras
hasil pengadaan juga harus memenuhi persyaratan untuk melengkapi
dokumen yang dipersyaratkan.
Dapat ditambahkan kelengkapan lain sesuai kebutuhan.



PetuaJuk Pengisian:

tu Diisi dengan "Ada" jika ada atau "tidak ada" jika tidak ada

I2l Diisi dengan keterangan
t3l Diisi dengan nomor
[+i Diisi dengan nama pelaksana Teknis Rollout Layanan SPBE

ISi Diisi dengan NIp Pelaksana Teknis Rollout L,ayanan SPBE

iOi Diisi dengan tanda tangan Pelaksana Teknis Rollaut I"ayanan SPBE



Berlta Acara Rallaut LaYanaa SPBE

Pela*snaail *orlqrrf

Pelaksana Teknis Rollout
layanan TIK

t1l

Tanggal Pelaksanaan
Roilout

t2l

Area/Subarca/Detil
Subarea Vang dirollout

t3l

Aset TIK yang Terkena
Dampak Rollout

I{o ID Aset ilama Aset Dampak

14) tsl t6l 171

Status Rollout

I re*rasit

n riaar Berhasil, Alasan I8l

f] oitatcutcan rollback

f] riaar dilakukan rollback
Rekomendasi : tel

Pelaksana Teknis Rollout layanan TIK Iddlmm/yYYY]
l.lenyetujui,
RolloutManager

[tanda tangan]

Inama]
NIP ldiisi NIP]

No Nama lIIP Tanda tangan

t10l [11] t12l t13l



PetunJuk peagisiaa:

tU Diisi dengan nama petugas yang melakukan rcllaut
l2l Diisi dengan tanggal pelaksanaatt rallout
l3l Diisi dengan area, subarea dan detil subarea yang dtrollout
I4l Diisi dengan nomor
lsl Diisi dengan ID Aset yang terkena dampak rollottt
t6l Diisi dengan nama Aset yang terltena dampak rotlottt
Ltl Diisi dengan Dampaknya
t8l Diisi dengan alasan tidak berhasilnya rotlutt
te1 Diisi dengan rekomendasi jika tidak dilakukan rollback
tlol Diisi dengan nomor
I11l Diisi dengan nama Pelaksana Teknis Rollortt Layanan SPBE
l12l Diisi dengan NIP
tr3l Diisi dengan tanda tangan



LIIPORAN PEITGELOLAAIT PERUBAHAIT DAIY
RELE.ASD LAYAJTAN SPtsE

Periode: _ tll s.d. _[2] tahun _t3] Total Perubahan Layanan TIK: 

-[a]
Total ReLea.se Layanan TIK: _[5] Summa4y Perubahan Layanan TIK per status:

Status Jumlah
Open I6I
Approued 17t

In Proqress I8I
Pendbw 19I

Reieded t10l
Closed I1 1l

Summar5r Perubahan dan Release Layanan TIK per Kategori Perubahan:

No Nama Layanan Kategori
Perubahan

Jurnlah

tL21 t13l t14l

Daftar Perubahan dan Release Layanan TIK terlampir.

Buntok, [tarqgat] [bulan] [ta?wnJ

pabatanl,

[tanda tangan]

[namal
lntpl

Petunjuk pergisian:

lU Diisi bulan dimulainya periode yang dilaporkan
121 Diisi bulan berakhirnya periode yang dilaporkan
t3l Diisi tahun periode yang dilaporkan
l4l Diisi total perubahan Layanan SPBE yang terjadi selama periode yang

dilaporkan
t5] Diisi total release Layanan SPBE yarrg terjadi selama periode yang

dilaporkan
t6l Diisi jumlah perubahan yang berstatus Apen
t7l Diisi jumlah perubahan yang berstatus Approued
t8l Diisi jumlah perubahan yang berstatus Work in Proess
tgl Diisi jumlah perubahan yang berstatus Pending
[1O] Diisi jumlah perubahan yang berstatus Rejected
[11] Diisi jumlah perubahan yang berstatus Closed
[12] Diisi Nama Layanan SPBE yarlg dirninta perrbahannya
[13] Diisi kategori perubahan {stand.ard, normal, atam emergentyl
[1a] Diisi jumlah perubahan dan release Layanan SPBE per Layanan per

kategori
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Bulaa tmm/yy54fl ----- -r rr

pabatanJ, [tanda tangan]

[nama]
Nrp [nip]

PetunJuk pengislan:

t1] diisi nomor unt
I2l diisi No tiket perubahan atau pengembangan
t3l diisi dengan- pengelompokan PeruSahan Gv"r".r spBE berdasarkan areayang dirubah
l4l diisi dengan pengelompokan perubahan Layanan SPBE berdasarkan sub

area yang dirubah
diisi dengan "Perubnlan" jika berasal dari Perubahan Layanan SpBE atau
diisi "pengembangan" jika berasal dari pengembangan spng
diisi dengan tanggal rollout
diisi dengan berhasil atau tidaknya roiloutyang dilakukan
diisi dengan keterangan

SELATAN,

l5l

l6l
t71
I8l

lllo
Iito tthet p.rutaG7

Poagembaagaa .Ieais Perubahaa /
Peagea.baagan

Targgel
rpll.out

Berhasil
atau

TIdat
I(oteraagarA$ea Subarea

t1I I2l 13t I4l {sI 16I I71
18I


